KOP SURAT PERMOHONAN (JIKA ADA)


	Nomor		:…………………….				………….(Tempat, tgl, bln. Tahun)
	Perihal		: Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) 
  untuk Kegiatan Non Berusaha
		
	Yth.	Bupati Bombana
		cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
		Kabupaten Bombana
        	Di-
           		Rumbia.

Dengan hormat, 

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama	Pemohon 	: ………………………………………………………………….
Pekerjaan		: ………………………………………………………………….
Alamat			: ………………………………………………………………….
			  ………………………………………………………………….
No. HP		: ………………………………………………………………….
No. KTP		: ………………………………………………………………….
NPWP			: ………………………………………………………………….
Alamat Email		: ………………………………………………………………….
Rencana Kegiatan	: …………(diuraikan secara singkat tentang rencana kegiatan)

Dengan ini mengajukan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan Non Berusaha di Kabupaten Bombana. Sebagai lampiran permohonan KKPR dimaksud, kami sampaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagai berikut :

1. Koordinat Lokasi;
2. Kebutuhan Luas Lahan kegiatan pemanfaatan ruang (dalam satuan M2/Ha);
3. Informasi Penguasaan Tanah;
4. Informasi Jenis Kegiatan;
5. Rencana Jumlah Lantai Bangunan;
6. Rencana Luas Lantai Bangunan;
7. Rencana Teknis Bangunan dan/atau Rencana Induk Kawasan.

Adapun keseluruhan persyaratan tersebut dapat diunduh melalui tautan……. (masukkan link google drive tempat persyaratan).
Dengan ini menyatakan bahwa seluruh persyaratan data dan dokumen yang kami berikan adalah benar dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan tersebut tidak benar, maka kami menyatakan bersedia untuk dibatalkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah kami miliki dan kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terimakasih.
 (
Pemohon
...................................
)


 (
Materai
Rp. 
10
.000,-
)





		Tembusan :
		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana.
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3.1 Tahap Pendaftaran
Tahap pendaftaran terdiri atas tata cara permohonan, ketentuan kualitas.
dolumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang, dan Validasi dokumen usulan

Kegiatan pemanfatan ruang.

3.1.1 Tata Cara Permohonan

Ketentuan tata cara permohonan KPR untuk Kegiatan Nonberusaha sccara
non-elektronik olch Pemerintah Dacrah meliputi:

1. Permohonan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha ditujukan kepada kepala
dacrah c.q. kepala OPD yang membidangi urusan penanaman modal dan
investasi dengan tembusan kepala OPD yang membidang! urusan tata ruang
disampaikan melalui surat dan/atau surat clekironik terkalt

2. Surat permohonan paling sedikit memuat informasi sebagai beriiut:

. nomor, tanggal, dan perinal surat;
b. identitas pemohon, paling sedikit dilengkapi dengan informasi;
1) Nama pemohon;
2) Bukti Iaentitas Pemohon;
3) NPwP;
4) Nomar telepon;
5) Alamat;
6) Alamat c-mail; dan
7) Rencana kegiatan.
. uraian rencana kegiatan; dan
d.tautan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang, dilngkapi dengan
informasi dokumen usulan Kkegiatan pemanfaatan ruang pada surat
permohonan. Dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi
1) koordinat lokas;
2) kebutunan luas lahan;
3) informasi penguasaan tanah;
4) informast jenis kegiatan;
5) rencana jumiah lantai bangunan;
6) rencana luas lantai bangunan; dan
7) rencana induk kawasan dan/atau rencana teknis bangunan.
Dalam hal jenis pemohon tertentu yang tidak memiliki administrasi persuratan,
maka nomor surat tidak diperlukan dalam surat permohonan.
Contoh Format Surat Permohonan KKPR untuk Kegiatan Nomberusaha
scbagaimana ditunjuklcan pada Lampiran 1

3.1.2 Ketentuan Kualitas Dokumen Usulan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang
Pemohon melakulan pendafiaran dengan ketentuan kualitas dokumen

usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagai berikut:
1. Koordinat Lokasi

Koordinat lokasi berupa shapefile (SHP) poligon yang memberikan informasi

Iuasan dan bentusk lshan atau nomor dentifikasi bidang untuk tanah yang telah

bersertipikat, dengan ketentuan scbagai berikut:

. ttik koordinat bujur (<) dan lintan (y), menggunakan sistem koordinat WGS
84, dengan satuan decimal degree dan memuat paling banyak © angka
dibelakang koma scra untuk perhitungan luas menggunakan proycksi Web.
Mercator ausitiary spherel;
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b, untuk permohonan KKPR yang berada di bawah tanah, koordinat lokasi
terdiri dari titik koordinat bujur (<) dan lintang (¥), menggunakan sistem
koordinat WGS 84, dengan satuan decimal degree dan memuat paling banyak
6 (cnam) angka dibelakang koma, untuk perhitungan luss menggunakan
proyeksi Web Mercator (awiliary sphere), scrta kedalaman minimal dan
kedalaman maksimal ruang yang dibutuhkan di bawah tanah dalam satuan
meter yang dihitung dari titik permukaan tanah tertinggi. Contoh kedalaman
ruang dapat ditihat pada Gambar 3.2;

. untuk permohonan KPR ruang di atas tanah, titik koordinat lokas! terdiri
atas titk koordinat bujur (x), dan lintang {y), menggunakan sistem koordinat
WGS 84, dengan satuan decimal degree dan memuat paling banyak 6 (cnam)
‘angka dibelakang koma, untuk perhitungan luas menggunakan proyeksi Web.
Mercator(auxiliary sphere), scrta ketinggian minimal dan ketinggian maksimal

‘Tanah/Di Atas Tanah

. koordinat yang disampaikan sesuai dengan lokasi rencana kegiatan
pemanfaatan ruang;

€. data poligon dapat ditambahkan data point atau polyline sesuai kebutuhan
rencana kegiatan;

£ tidak bolen terdapat arca yang tidak dimohonkan di dalam suatu polygon
permononan; dan

& format data koordinat lokasi terdiri dari minimal 4 (cmpat) ckstensi berupa
“.shp, *.shx, *.dbf, dan ~pri., yang dimuat dalam format *.zip pada tautan
‘yang dibuat olch Pemohon dan dicantumican dalam surat permohonan.

Kebutuhan Luas Lahan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang berupa informasi luasan

lahan yang dimohonkan, dalam satuan m? (meter perscgi) atau ha (hektare).

Dengan ketentuan khusus untuk permohonan KPR nonberusaha untuk

Petunulc Teknis Plaksanaan KPR untule Kegiatan Nonberusaba secara Non-slekironik
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kegiatan pembangunan Rumah Tinggal olch orang asing luas yang dimohonkan
dibatasi tidak lebi dari 2.000 m? (dua ribu meter perscg).
3. Informasi Penguasaan Tanah

Informasi penguasaan tanah berupa informasi tentang hubungan hukum antara

Orang atau badan hukum scbagai pemegang hak dengan tanah, dengan

ketentuan scbagai berilut:

. dalam hal Pemohon belum menguasai/memilili tanah, maka Pemohon tidak
perl mengunggah dokumen informasi pengussaan/pemilikan tanah;

b. dalam hal Pemohon sudah menguasai/memilik tanah, maka Pemohion perlu
melampirkan bukt dolsumen penguasaan/pemilikan tanah berupa:

1) sertipikat ata bukti pemilikan lain yang sah bagi Pemohon scbagai pihak
‘yang memilii tanah;

2) akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;

3) bukti perjanjian sewa-menyewa atau pinjam meminjam atas tanah yang sah
scsual ketentuan peraturan perundang undangan antara Pemohon dengan
pihak yang memilii atau menguasai tanah; ata

4) surat pengakuan/pelcpasan/pengalihan hak atau surat scjcnisnya yang
sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

. lampiran dokumen pendulcung lain scsuai kebutuhan rencana kegiatan;
. dokumen informasi penguasaan tanah bescria lampirannya dapat terbaca
dengan jelas dalam satu dokumen; dan
€. format informasi penguasaan tanah beserta lampirannya dapat discrtakan
dengan surat permohonan atau pada tautan yang dibuat oleh Pemohon dan
dicantumican dalam surat permohonan berupa *.pdf.
4. Informasi Jenis Kegiatan
Informas jenis kegiatan berupa informasi rencana kegiatan pemanfastan ruang
yang diajukan oleh Pemohon.
5. Rencana Jumiah Lantai Bangunan
Rencana jumlah lantai bangunan berupa informasi jumiah lantai bangunan
tertingsi yang akan dibangun olch Pemohon pada lokasi yang dimohonkan,
dengan ketentuan sebagai berilcut:
. kolom Informasi Rencana Luas Lantai Bangunan disi scsuai dengan luas
lantai bangunan yang direncanakan, diisi dengan format angka dalam satuan

m? (meter persegl); dan/atau

b.dalam hal rencana kegiatan tidak terdapat stau fidak membutuhian
bangunan baru, maka dicantumkan dengan angka 0 (nol).

6. Rencana Luas Lantai Bangunan

Rencana luas lantai bangunan berupa informasi luas seluruh lantai bangunan

yang akan dibangun oleh Pemohon pada lokasi permohonan, dengan ketentuan

scbagai berilut:

. kolom Informasi Rencana Luas Lantai Bangunan disi sesuai dengan luas
lantai bangunan yang direncanalcan, diisi dengan format angka dalam satuan

m? (meter perseg); dan/atau

b.dalam hal rencana kegiatan tidak terdapat stau fidak membutuhian
bangunan baru, maka dicantumkan dengan angka 0 (nol).
7. Rencana Teknis Bangunan dan/atau Rencana Induk Kawasan
a ketentuan mengenai rencana tcknis bangunan dan/atau rencana induk

Kawasan adalah scbagai berikut:

1) rencana teknis bangunan paling sedikit memuat gambar rencana bangunan
atau bangunan cksisting di lokasi permohonan. Rencana teknis bangunan

PO TR o |




image8.png
dapat memuat bentuk persil yang scbenamya, tampak bangunan dan
potongan bangunan yang menggambarkan jumlah lantai dan ketcrangan
ketinggian bangunan; dan/ atau
2) rencana induk kawasan memuat deskripsi dan gambar masterplan atau
‘blockplan yang menunjukkan detail dari rencana yang dilakukan terhadap
lokasi permohonan.
b rencana induk kawasan wajib disampaikan oleh Pemohon dan dapat
dilengkapi dengan rencana teknis bangunan;
. peta rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan paling sedikit
1) muka peta;
2) nama kegiatan/Pemonon;
3) arah mata angin dan skala;
4) legenda/keterangan;
5) inset peta (jka dibutubkan);
6) informasi oricntasi lokasi; dan
7) tautan penyimpanan data yang memuat data koordinat lokasi berupa SHP
delincasi terluar dan informasi lain yang dibutuhlkan dalam format *zip.
. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan terbaca dengan
Jelas dan terunggah sccara lengkap dalam satu dokumen;
. format dokumen rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan
berupa *.pdf; dan
£ dalam hal permohonan terdiri atas beberapa poligon dan/atau kegiatan, Jika
beberapa poligon dan/atau kegiatan terscbut saling terkait, maka
ditambahican informasi keterkaitan antarpoligon dan /atau antarkegiatan.
Contoh Format Rencana Teknis Bangunan Dan Rencana Induk Kawasan
tercantum dalam Lampiran I

Kebenaran materiil dokumen usulan pemanfaatan ruang yang diajukan menjadi
tanggung jawab pemohon.

3.1.3 Validasi Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
‘Validasi meliputi pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kualitas dokumen
usulan kegiatan pemaniaatan ruang.
1. Validasi kelengiapan dojcumen usulan kegiatan Pemanfastan Ruang
Proscs Validasi kelengkapan dokumen usulan kegatan pemanfaatan ruang
aillcukan dengan memeriksa keteracaliaan data dan informasi dalam dokumen
usulan kegiatan pemaniaatan ruang sccara non-clektronik. Ketentuan Validasi
kelengkapan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang scbagai berikut:
. data cianggap lengkap apabila pada surat permohonan beserta lampirannya
memuat informasi scsuai persyaratan permohonan; atau
b data diangsap tdak lengkap apabila pada surat permohonan bescria
lampirannya tidai mermuat informas scsuai persyaratan permohonan.
2. Validasi kualitas dokumen usulan kegatan Pemanfaatan Ruang
Petugas KKPR mengunduh scluruh kelengkapan dokumen usulan Kegiatan
pemanfastan ruang melalui tautan yang tercantum dalam surat permohonan.
“Tata cara Validasi kualitas dolcumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sbagai
berikut:
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LAMPIRAN I
CONTOH FORMAT RENCANA TEKNIS BANGUNAN DAN RENCANA INDUK
KAWASAN

‘CONTOH RENCANA TEKNIS BANGUNAN

Denah Lantai 1

Denah Lantai 2

% —

sniaes g

s ¢ o o
Tampak Depan dan Potongan A-A’ dan Potongan B-B'
‘Tampak Samping
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CONTOM RENCANA INDUK

1. Permohonan dengan Bentuk Arcal/ Pola,
2) Arcal/Pola Kawasan Skala Besar

Keterangsn
A Muka peta
1. Wilayan Administra
2. Rencana Lahan/ Blockplan
B. Nama Kegiatan,/Pemohion
C. Aran Mata Angin dan Skala
D. Legenda/Keterangan Detail Rencana Lahan
E. Inset Peta (jika dibutubkan)
F. Tautan Unduh Data SHP Delincasi Terluar dan RIK

“Tata Letak Layout RIK dapat discsuaikan berdasarkan kebutuhan perencanaar”
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b) Arcal/Pola Persil Skala Kecil (Layout teratur)

‘A Muka Peta
1. Wilayah Administrasi
2. Rencana Lahan/ Blockplan

B. Nama Kegiatan /Pemohon

C. Arah Mata Angin dan Skala

D. Legenda/Keterangan Detail Rencana Lahan,

E. Inset Peta (jika dibutubkan)

F. Tautan Unduh Data SHP Delincasi Teriuar dan RIK

“Tata Letak Layout RIK dapat discsuaikan berdasarkan kebutuhan perencanaar”

Petunulc Teknis Plaksanaan KPR untule Kegiatan Nonberusaba secara Non-slekironik
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) Areal/Pola Persil Skala Kecil (Layout tidak teratur)

e &

o=

Keterangan :
‘A Muka Peta
1. Wilayah Administrasi
2. Rencana Lahan/ Blockplan
B. Nama Kegiatan /Pemohon
C. Arah Mata Angin dan Skala
D. Legenda/Keterangan Detail Rencana Lahan,
E. Inset Peta (jika dibutubkan)
F. Tautan Unduh Data SHP Delincasi Teriuar dan RIK

“Tata Letak Layout RIK dapat discsuaikan berdasarkan kebutuhan perencanaar”
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